lahun XVII, Nomor 3. Juli 2004 ISSN 0216-2407

Terakreditasi: SK Dirjen Dikti No. 22/DIKTI/Kep/2002, Tanggal 8 Mei 2002




MASYARAKAT KEBUDAYAAN DAN POLITIK

Diterbitkan oleh Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, sebagai
terbitan berkala tiga bulan sekali yang menyajikan tulisan-tulisan untuk lebih

mempopulerkan ilmu kemasyarakatan ke tengah khalayak peminat dan
untuk membuka forum belajar-mengajar yang lebih efektif.

Pemimpin Umum
Hotman M. Siahaan

Wakil Pemimpin Umum
. Basis Susilo

Penanggungjawab
Kris Nugroho

Dewan Redaksi
Soetandyo Wignjosoebroto (Unair)
Ramlan Surbakti (Unair)
Daniel Theodore Sparringa (Unair)
Mohtar Mas’oed (UGM)
Ashadi Siregar (UGM)
Herudjati Purwoko (Undip)
Edy Suhardono (Ubaya)

Pemimpin Redaksi
Doddy S. Singgih

Sekretaris Redaksi
Harijono

Redaksi Pelaksana
Bagong Suyanto
Yuyun Wahyu lzzati
Helmy Prasetyo

Produksi dan Pemasaran
Herwanto

STT No. 841/SK/Ditjen PPG/STT/1981
ISSN 0216-2407

Alamat Redaksi: FISIP Unair J1. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia
Telepon: 031-5034015, Fax: 031-5022492
e-mail: mkp@sby.centrin.net.id




“Pengantar Redaksi" Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XVII, No. 3, Juli 2004, iii.

PENGANTAR REDAKSI

Pemilu Putaran I meski sudah usai, namun masih menyisakan sejumlah harapan
dan kecemasan, akankah Pemilu Putaran IT mampu menghasilkan sosok pemimpin
yang sesuai dengan kehendak dan hati nurani rakyat. Seperti diketahui bahwa hasil
pemilu putaran I —setelah pengumuman hasil dari KPU- dua pasangan kandidat kuat
capres dan cawapres yang selama ini cukup diperhitungkan yaitu: pasangan Megawati-
Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla maju ke putaran Il setelah
mengalahkan tiga pasangan lain (Wiranto-Sholahuddin Wahid, Amien Rais-Siswono
Yudohusodo dan Hamzah Haz-Agum Gumelar). Banyak pengamat sosial-politik dengan
sejumlah analisisnya memperhitungkan kans terbesar memang berada pada pasangan
Mega-Hasyim dan SBY-Kalla. Walaupun selama masa kampanye kelima pasangan
capres dan cawapres diwarnai dengan black propaganda yang berisi track record —
baik yang baik maupun yang buruk— tetapi semuanya tetap berpulang pada pilihan
rakyat sendiri, hal ini menunjukkan rakyat sudah mulai paham dan tidak mudah
digoyahkan keyakinannya, meski tiap kontestan pasangan calon mengklaim mampu
menyerap pendukung sampai sekian puluh bahkan ratusan ribu dalam kampanye, namun
yang tidak disadari bahwa massa tersebut adalah massa yang bukan sesungguhnya.

Keberadaan jurnal ilmiah Masyarakat, Kebudayaan dan Politik edisi Nomor
3 (Juli) 2004 kali ini mencoba untuk membuka wacana dan wawasan dengan
mengetengahkan topik Indonesia memasuki Pemilu Putaran I, telaah ini diperluas baik
dari sisi politis, pendidikan, sosial, ekonomi, maupun teknologi. Cukup banyak pokok-
pokok pikiran yang disampaikan dalam edisi kali ini seperti tulisan yang dituangkan oleh
Muhammad Asfar tentang Otonomi dan Partisipasi, Masalah Gender dan Format Politik
Perempuan disajikan oleh Siti Aminah, secara khusus scope Jawa Timur permasalahan
Gender dalam era Otonomi Daerah dijelaskan oleh Sutinah dan kawan-kawan, dari
segi pendidikan sebuah ulasan kritis tentang MBS dalam Menyongsong Otonomi
Pendidikan disajikan Tuti Budirahayu, dua tulisan yang menyoroti segi ekonomi yaitu:
dari Basuki Rekso Wibowo mengenai Arbritrase sebagai Salah Satu Alternatif
Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia serta Toto Warsoko Pikir mengulas Fungsi
Sosial dan Bagi Hasil Bank Syariah, secara teknologi mengenai Jaringan Informasi
Perpustakaan disampaikan oleh Endang Gunarti. Telaah/resensi buku kali ini mengangkat
permasalahan Konflik antar Etnik di Pedesaan oleh Helmy Prasetyo Yuwinanto.

Semoga kehadiran jurnal ilmiah Masyarakat, Kebudayaan dan Politik ini dapat
menambah wawasan dan sekaligus menjadi media bagi ilmuwan-ilmuwan sosial,
pemerhati masalah sosial-politik dan pihak penyelenggara pemerintah agar lebih empatif
dalam memahami dinamika masyarakat yang sedang berkembang.

Tim Redaksi
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KEBIJAKAN PUBLIK BERPERSPEKTIF GENDER
PADA ERA OTONOMI DAERAH
DI PROPINSI JAWA TIMUR

Sutinah, Eva Kusuma Sundari, Sokahandinah Kacasungkana
dan Erma Susanti”

Abstract

Although regional autonomy proves give advantages such as accommodating
society 5 aspiration and needs, easy to control, implement and plan society’s par-
ticipation, optimising local resources and opening opportunity to a democratiza-
tion, an irony has occurred: low level of women representation as decision mak-
ers. On the other hand, there is still a relatively small portion of attention has
been given by regional government for gender issues. Therefore, improving
womens life in society based on humanity and as part of developmental policy is
of importance. There are strategies that need to be applied, firstly, within the
state strategy, and second, within civil society/political parties strategy. Current
transitional political circumstances is the right moment for women to start active
participation.

Keywords: Societys participation, Demokratization, Regional autonomy ,
within the state& civil society strategy

endati otonomi daerah terbukti
memberikan berbagai
euntungan, seperti: aspirasi dan

kebutuhan masyarakat lebih mudah
diakomodir, partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol
program akan lebih mudah dilakukan,
sumberdaya lokal dapat dikembangkan
secara optimal dan terbukanya peluang
bagi terciptanya demokratisasi. Tetapi, di

balik berbagai keuntungan (kekuatan)
yang ada, ternyata pemberlakuan
otonomi daerah dalam perkem-
bangannya melahirkan justru suatu
realitas baru yang sangat tidak
menggembirakan terutama dalam upaya
merubah kondisi perempuan.

Sebagai contoh yang terjadi di be-
berapa daerah seperti di Propinsi Sumatra
Barat, Kabupaten Bone, Tasikmalaya dan

" Sutinah adalah staf pengajar Program Studi Sosiologi, FISIP Universitas Airlangga, Eva
Kusuma Sundari adalah dosen Fakultas Ekonomi Univeritas Airlangga, Sokahandinah dan Erma
Susanti adalah Koordinator Samitra Abhaya-KPPD Surabaya
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Sulawesi Selatan. Telah dibuat Peraturan
Daerah yang mengatur tentang Pe-
larangan dan Pemberantasan Perbuatan
Maksiat yang isinya antara lain melarang
perempuan ke luar malam (Kompas 2002),
Peraturan demikian merupakan salah satu
bentuk diskriminasi terhadap perempuan
dan sangat tidak respondif gender. Dalam
pandangan mereka perempuan masih
dianggap sebagai sumber masalah, tanpa
mencari akar permasalahan yang
sebenarnya sehingga kemaksiatan itu ada
dan berkembang secara terus menerus.
Selain permasalahan seperti adanya
peraturan daerah yang sangat meng-
hambat, permasalahan yang tidak kalah
pentingnya adalah rendahnya keter-
wakilan perempuan yang menempati
posisi sebagai pengambil keputusan, dan
sebagai konsekuensinya suara perempuan
tidak terwakili dan bahkan tidak terdengar.
Sebagai contoh, hanya ada satu (1) orang
perempuan yang menjabat sebagai Wakil
Ketua DPRD Propinsi, hanya ada enam
(6) orang perempuan yang menjadi Ketua
DPRD kabupaten/kota, dan hanya ada
sepuluh (10) orang perempuan yang
menjadi Wakil Ketua DPRD kabupaten/
Kota dari total hampir 300 kabupaten/kota
yang ada di Indonesia. Bahkan di
beberapa Kabupaten/Kota yang tidak
memiliki anggota DPRD perempuan.
(data tahun 2001). Lebih-lebih bila
dibandingkan dengan hasil pemilu tahun
1992 maka jumlah perempuan yang
menjadi anggota legislatif hasil pemilu
tahun 1999 menunjukkan penurunan yang
cukup mencolok. Kenyataan ini me-
nunjukkan bahwa pemilihan yang lebih
demokratis tidak menjamin peningkatan
keterwakilan perempuan. Dengan kata
lain bahwa perubahan (transisi) politik dan
refomasi ternyata tidak membawa

perubahan yang signifikan bagi kondisi
perempuan.

Bukan hanya itu permasalahannya,
tetapi kepedulian pemerintah propinsi,
kabupaten/kota terhadap permasalahan
gender pun relatif masih rendah dan sangat
berancka ragam. Sebagai suatu contoh
yang menarik adalah Indeks Pem-
bangunan Manusia (IPM/Human Devel-
opment Index/HDI) yang tinggi di
beberapa propinsi, kabupaten/kota tidak
selalu diikuti Indeks Pembangunan Gen-
der (IPG/Gender-related Development
Index/GDI) dan Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG/Gender Empowerment
Measure/GEM) yang tinggi pula
(Kementerian Pemberdayaan Perem-
puan, 2001). Sementara pada saat ini, per-
formance pembangunan juga dinilai
berdasarkan kemajuan suatu daecrah dalam
mengatasi persoalan gender equality
(GDI: Gender-related Development In-
dex, GEM: Gender Empowerment Mea-
sure). Salah satu hal yang menjadi alasan
adalah karena dengan upaya perwujudan
keadilan gender melalui pembangunan,
sekaligus merupakan strategi untuk
menyelesaikan masalah kemiskinan,
sehingga syarat bagi terciptanya
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
(sustainable growth), adil dan merata
dalam jangka panjang akan segera
tercapai.

Oleh karena itu, perbaikan kondisi
perempuan dalam masyarakat merupakan
hal yang mutlak dan harus dilakukan baik
atas dasar kemanusiaan maupun karena
alasan pragmatis berupa kebijakan
pembangunan. Upaya perbaikan kondisi
perempuan tersebut akan menjadi efektif
manakala ditempuh melalui dua strategi,
yaitu, pertama strategi dari dalam birokrasi
(within the state) dan dari masyarakat
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(civil society), atau partai-partai politik.
Masa transisi terutama di bidang politik
yang terjadi saat ini, sesungguhnya
merupakan momentum yang sangat
penting dan tepat untuk mengambil peran
dalam rangka menjaga proses menuju
demokrasi sehingga tujuan pequangan
tersebut segera terealisasi.

Perlu untuk diketahui bahwa masa
transisi politik dapat merupakan peluang
tetapi sekaligus juga sebagai ancaman bagi
upaya untuk mewujudkan kepentingan
perempuan. Peluang bagi upaya
penciptaan suatu perbaikan tengah terbuka
bagii kelompok perempuan untuk
memperjuangkan kepentingan strategis
mercka. Kepentingan tersebut harus
diwujudkan yaitu dengan memanfaatkan
momentum yang sedang berlangsung. Dan
akan menjadi ancaman, apabila
perempuan tidak siap atau tidak mampu
menangkap kepentingan perempuan yang
sesungguhnya. Akibatnya peluang itu akan
dimanfaatkan oleh pihak lain yang bisa
menjadi backlash (serangan balik)
terhadap gerakan perempuan.

Sejak tahun 2000, telah muncul
political will pemerintah dalam
mengupayakan perubahan kondisi
perempuan, yaitu dengan dikeluarkannya
Instruksi Presiden Republik Indonesia
(INPRES) No. 9 Tahun 2000 tentang
Pengarus-utamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional. Tujuan dari
kebijakan ini adalah untuk memberikan
panduan pelaksanaan bagi seluruh
penyelenggaraan pembangunan nasional
meliputi perencana, pelaksana, dan
pemantau serta pengevaluasi kebijakan
pembangunan.

Pengarus-utamaan Gender adalah
suatu strategi untuk mencapai keadilan dan
kesadaran gender melalui kebijakan dan

program yang memperhatikan pe-
ngalaman, aspirasi, kebutuhan, dan
permasalahan perempuan dan laki-laki
dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi dari seluruh
kebijakan dan program di berbagai bidang
kehidupan dan pembangunan. Tujuan dari
strategi ini adalah memastikan apakah
perempuan dan laki-laki memperoleh akses
yang sama pada sumberdaya pem-
bangunan, berpartisipasi yang sama dalam
proses pembangunan, memiliki kontrol
yang sama atas sumberdaya pem-
bangunan dan memperoleh manfaat yang
sama dari hasil pembangunan. (Kemen-
terian Negara PP, 2001)

Dengan adanya legitimasi di tingkat
pemerintah pusat diharapkan pemerintah
propinsi dan kabupaten/kota melak-
sanakan kebijakan tersebut sehinggga
dapat merubah kondisi dan posisi
perempuan. Namun sampai saat ini belum
ada jaminan apakah kebijakan ini menjadi
landasan pembangunan di setiap daerah.
Dengan alasan pelaksanaan otonomi daerah,
kurangnya sosialisasi terhadap pemerintah
propinsi, dan kabupaten/kota, rendahnya
pemahaman birokrasi dan legislative, serta
masih kuatnya budaya patriarki di
masyarakat merupakan hambatan dalam
pelaksanaan kebijakan ini.

Oleh karena itu penelitian ini, secara
khusus dilaksanakan untuk melihat
berbagai hal yang terkait dengan
implementasi Pengarus-utamaan Gender
di beberapa kabupaten/kota di Propinsi
Jawa Timur.

Permasalahan dan Tujuan
Penelitian ini dilaksanakan untuk mencari

jawab atas berbagai pertanyaan penelitian
berikut ini: (1) Bagaimana kelembagaan

29



Sutinah, Eva K, Sokahandinah K dan Erma S, “Kebijakan Publik Berperspektif Gender pada Era Otonomi
Daerah di Propinsi Jawa Timur” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XVII, No. 3, Juli 2004, 27-45,

pemerintah propinsi dan kota/kabupaten di
Jawa Timur yang terkait dengan
pemberdayaan perempuan?; (2) Bagai-
mana kebijakan perencanaan pembangun-
an terkait dengan pemberdayaan
perempuan di wilayah propinsi dan kota/
kabupaten di Jawa Timur?; (3) Bagaimana
pemahaman pejabat pemerintahan di
propinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur
mengenai pemberdayaan perempuan dan
kebijakan yang terkait dengan pengarus-
utamaan gender?; (4) Bagaimana
pelaksanaan pengarus-utamaan gender di
propinsi dan kabupaten/ kota dan di Jawa
Timur serta berbagai hambtan yang
menyertainya.

Oleh karena itu, selain menjawab
pertanyaan penelitian tersebut, penelitian
ini diharapkan dapat memberikan
gambaran lengkap mengenai pelaksanaan
Kebijakan Berperspektif Gender di
beberapa kabupaten/kota, dan propinsi di
Jawa Timur. Selain itu studi ini juga
diharapkan dapat menemukan berbagai
masalah dan barier dalam implementasi
Pengarus-utamaan Gender, dan pada
akhirnya dapat ditemukan strategi yang
paling tepat dalam implementasi Pengarus-
utamaan Gender sebagai rekomendasi
strategi perubahan kebijakan pemerintah
daerah menuju kebijakan yang
berperspektif keadilan gender, mening-
katkan kesadaran para pejabat publik baik
dari parlemen maupun birokrasi akan
pentingnya mengintegrasikan perspektif
gender dalam penentuan kebijakan publik.

Penelitian ini dilakukan selain untuk
mengetahui persepsi pejabat publik
tentang persoalan perempuan serta
kebijakan yang dilakukan dalam mengatasi
persoalan tersebut, juga bertujuan untuk
mengetahui hambatan yang dihadapi oleh
pemerintah kabupaten/kota di Provinsi

Jawa Timur dalam mengimplementasikan
Pengarus-utamaan Gender

Metode dan Prosedur penelitian

Penelitian ini dilakukan di lima (5)
kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu di
Kota Surabaya, Kota Pasuruan,
Kabupaten Jember, Sampang, dan Madiun
yang dari pengamatan dan literature
diketahui memiliki karakter GDI dan GEM
yang sangat spesifik. Kota Surabaya dan
Kota Pasuruan merupakan sampel dari
wilayah kota yang mempunyai rangking
HDI tinggi, tetapi rangking GEM nya
rendah. Kabupaten Sampang mewakili
wilayah dengan rangking HDI terendah,
tetapi GEM cukup tinggi. Kabupaten
Madiun mewakili tingkat HDI rangking
tengah, dan tingkat GEM tengah pula, dan
Kabupaten Jember mewakili rangking
HDI rendah dan GEM rendah.

Dengan tujuan agar diperoleh data
tentang kebijakan publik yang
berperspektif gender di era otonomi
daerah, proses pengumpulan data
dilakukan dengan cara rinci dan kom-
prehensif melalui: Pertama, untuk data
sekunder baik yang berupa data tentang
kondisi geografis, demografis, dan admin-
istrative, data didapat dari BPS Propinsi
Jawa Timur dan Kabupaten/Kota yang
menjadi sampel penelitian ini. Kedua, data
primer diperoleh melalui wawancara
wawancara dengan menggunakan
pedoman wawancara (guide interview)
sebagai upaya mendapatkan data secara
lebih mendalam.

Jumlah narasumber (informan)
yang diwawancarai semula ditetapkan 100
orang mewakili dinas/instansi terkait
dengan pemberdayaan perempuan (Dari
unsure legislative dan eksekutif), tetapi

30



Sutinah, Eva K, Sokahandinah K dan Erma S, “Kebijakan Publik Berperspektif Gender pada Era Otonomi
Daerah di Propinsi Jawa Timur” Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XVII, No. 3, Juli 2004, 27-45.

karena dinas instansi yang terkait dengan
pemberdayaan perempuan di setiap
kabupaten/kota tidak sama ada beberapa
kendali teknis dan non-teknis, hasil
pengumpulan data primer mencakup 80
narasumber.

Seluruh data yang telah berhasil
dikumpulkan, dianalisis secara kualitatif
dengan mengedepankan uraian-uraian
naratif, sehingga hasil penelitian ini selain
dapat mnggambarkan fenomena yang
diteliti secara lengkap dan komprehensif,
sekaligus juga dapat dijadikan dasar untuk
menyusun rekomendasi. Sengaja dalam
penelitian ini tidak dilakukan uji statistik,
karena tujuan awal penelitian memang
lebih pada upaya menggali kedalaman data
dan memahami secara menyeluruh
tentang permasalahan perempuan dan
kebijakan/program pemberdyaan
perempuan yang telah, sedang, dan akan
dilakukan oleh dinas/intansi terkait.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini pada garis besarnya adalah
ingin melihat dan menjelaskan
implementasi Pengarus-utamaan Gender
di Kabupaten/Kota di Jawa Timur
sehingga dapat dilihat hambatan dan
kemungkinanannya dapat didesakkan
kebijakan khusus untuk perlindungan
perempuan korban kekerasan. Oleh
karenanya, studi ini mencoba melihat dari
sisi kelembagaan pembuat kebijakan,
pemahaman pembuat kebijakan terhadap
isu gender, dan output kebijakan.

Kelembagaan Pemberdayaan
Perempuan (Focal point)
Dalam rangka pelaksanaan

pengarus-utamaan gender sebagaimana
dinstruksikan oleh Presiden RI melalui

Inpres RI Nomor 9 Tahun 2000, serta guna
memantau dan mengkoordinasikan pro-
gram pemberdayaan perempuan, maka
pemerintahh pusat, propinsi dan
kabupaten/kota perlu membentuk institusi
(focal point) pengarus-utamaan gender
sebagai tahapan pelembagaan PUG,
sehingga pelaksanaan PUG menjadi lebih
efektif di masing-masing instansi/lembaga
pelaksana. Pada tahap selanjutnya,
pelaksanaan pengarus-utamaan gender
diintegrasikan ke seluruh perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
program pembangunan.

Di Propinsi Jawa Timur misalnya,
pada awalnya lembaga yang menangani
masalah pemberdayaan perempuan adaah
Bagian Peranan Wanita di bawah Biro
Bina Sosial Propinsi Jawa Timur,
kemudian dengan adanya Biro Pem-
berdayaan Perempuan —sebagai wujud
komitmen politik yang sangat penting—
maka segala kebijakan yang terkait dengan
pemberdayaan perempuan ditangani Biro
Pemberdayaan Perempuan. Akan tetapi,
oleh sementara pihak keberadaan Biro
Pemberdayaan Perempuan dirasakan
tidak efektif sehingga Biro tersebut
dilikuidasi dan akhirnya menje li Bidang
Pemberdayaan Perempuan di bawah
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Propinsi Jawa Timur.

Sebelum adanya Biro Pember-
dayaan Perempuan di Propinsi Jawa Timur
telah dikeluarkan SK Gubernur tahun 1996
tentang Tim Pengelola Peningkatan
Peranan Wanita (TPP2W) yang
beranggotakan sejumlah dinas-instansi
terkait, Perguruan Tinggi dan organisasi
wanita sebagai bentuk lain dari komitmen
politik di tingkat propinsi. Pada tahun 2002,
melalui SK Gubernur Jawa Timur Nomor
188/191/KPTS/013/2002 dibentuk Tim
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Koordinasi Pemberdayaan Perempuan
Propinsi Jawa Timur dengan anggota yang
sama dengan TPP2W.

Akan tetapi, jika diperhatikan tidak
semua Dinas instansi (Sub Dinas, Bagian,
Bidang, Seksi) yang menjadi anggota TK
PP tersebut memiliki tugas pokok dan
fungsi yang berkaitan dengan pember-
dayaan perempuan. Karena itu tidak
mengherankan bila dinas/instansi tersebut
tidak memiliki program pemberdayaan
perempuan atau bahkan karena
ketidakjelasan tugas dan fungsinya maka
program dan kegiatan yang dilakukan
dinas-dinas terkait saling timpang tindih.

Selain Badan Pemberdayaan
Masyarakat Propinsi Jawa Timur,
termasuk Bidang Pemberdayaan
Perempuan, maka dinas instansi yang
memiliki tugas dan fungsi yang tearkait
dengan pemberdayaan perempuan adalah
Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja,
BKKBN dan Badan Perencanaan
Pembangunan Propinsi Jawa Timur mes-
kipun tidak secara eksplisit menyebutkan
visi pemberdayaan perempuan, tetapi
dengan menggunakan kesejahteraan so-
cial secara umum di dalamnya terkandung
permasalahan perempuan.

Sedangkan untuk kabupaten/kota,
lembaga yang menangani pemberdayaan
perempuan sangat bervariasi. Di Kota
Surabaya misalnya, ada Sub Dinas
Pemberdayaan Perempuan di bawah
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perem-
puan. Di Kabupaten Madiun, penanganan
pemberdayaan perempuan ditangani oleh
badan tersendiri yang merupakan
gabungan dengan BKKBN, dengan nama
Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Kesejahteraan Keluarga. Sementara di
Kota Pasuruan, Kabupaten Sampang dan
Jember penanganannya ada pada Sub

Bidang Pemberdayaan Perempuan yang
berada di bawah Badan Pemberdayaan
Masyarakat Kabupaten/Kota. Institusi
atau focal point, sebagaimana disebutkan
secara khusus mengemban tugas dan
fungsi terkait dengan pemberdayaan
perempuan.

Berbeda dengan di tingkat propinsi
yang telah membentuk Tim Koordinasi/
Pengelola Pemberdayaan Perempuan
(TK/TP2P), maka belum semua
kabupaten/kota yang menjadi sampel
dalam penelitian ini telah membentuknya,
hanya di Kota Surabaya dan Kota
Pasuruan yang telah terbentuk TP2P.
Sedangkan di Kabupaten Madiun,
Kabupaten Sampang dan Kabupaten
Jember belum terbentuk Tim Koordinasi/
Pengelola Pemberdayaan Perempuan
(TK/TP2P), akan tetapi telah terbentuk
Tim P2WKSS (yang merupakan salah
satu Kelompok Kerja dari TP2P).

Hasil penelitian ini menunjukkan,
bahwa kelembagaan pemerintah yang
dibentuk sebagai focal point, ternyata
belum sepenuhnya mengakomodasi
implementasi PUG secara maksimal.
Pembentukan focal point yang
seharusnya berfungsi mengkoordinasikan
pengarus-utamaan gender di semua sektor
ternyata masih sebatas pada koordinasi

program.

Kebijakan Perencanaan
Pemberdayaan Perempuan

Semenjak kebijakan desentralisasi
diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2002
yang lalu, ada suatu harapan sekaligus
tanggung jawab baru pada perubahan
penyelenggaraan fungsi dan kepe-
merintahan di daerah yang akan membawa
konsekuensi bagi peningkatan kualitas
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pelayanan dan kesejahteraan bagi
masyarakat secara keseluruhan.

Pada tingkat mikro, saat ini
beberapa dokumen Pola Dasar (Poldas)
pembangunan, program pembangunan
daerah, rencana strategis, dan arah
kebijakan umum, telah memberikan
arahan dan panduan secara umum ke arah
mana program-program pembangunan/
pemberdayaan perempuan akan
digulirkan. Akan tetapi, untuk dapat
melaksanakan visi dan misi kepe-
merintahan dan pelayanan yang
berorientasi pada kebutuhan masyarakat,
selain diperlukan adanya dokumen
perencanaan yang rinci dan terfokus, yang
tidak kalah penting adalah program-pro-
gram yang dususun benar-benar harus
dapat mempertanggungjawabkan kinerja
pelaksanaannya.

Sebagai upaya menyebarluaskan
visi dan misi kesetaraan dan keadilan gen-
der baik dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
kepada institusi sektor maka salah satunya
ditempuh dengan memasukkan visi
tersebut ke dalam perencanaan
pembangunan. Hal ini ditempuh karena
pembangunan yang dilakukan oleh institusi
sektor mengandung muatan perspektif
gender. Yang pada akhirnya, kesetaraan
dan keadilan gender menjadi bagian tolok
ukur kinerja institusi yang ditunjukkan
melalui kebijakan, program, kegiatan yang
disusun dan dilaksanakan oleh institusi
sektor.

Menyimak visi propinsi Jawa Timur,
yaitu masyarakat yang maju, berdaya
saing, demokratis, berkeadilan, damai dan
sejahtera maka secara eksplisit tidak
menyebutkan tentang kesetaraan gender,
namun secara implisit disebutkan adanya
masyarakat yang demokratis dan

berkeadilan. Demikian juga visi ke-
lembagaan pada dinas-dinas yang ada di
Propinsi Jawa Timur, tidak satu pun dinas
yang memiliki visi tentang kesetaraan gen-
der.

Temuan tersebut juga diperkuat
dengan visi di beberapa kabupaten/kota
yang menjadi sampel penelitian yaitu Kota
Surabaya, Kota Pasuruan, Kabupaten
Sampang, Kabupaten Jember, dan
Kabupaten Madiun.

Sementara itu dinas-dinas yang ada
di tingkat kabupaten/kota yang menjadi
sampel, hanya Kota Surabaya yang telah
memiliki Misi pemberdayaan perempuan
yaitu pada Dinas Sosial dan Pem-
berdayaan Perempuan. Misi tersebut
adalah memberikan bantuan, melak-
sanakan rehabilitasi sosial serta
pemberdayaan perempuan, sedangkan
dinas-dinas lain yang terkait tidak ada yang
menyebutkan tentang misi pemberdayaan
perempuan.

Memperhatikan misi yang ada pada
Pemerintah Propinsi Jawa Timur yang
tidak menyebutkan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan, semakin
diperkuat dengan misi yang tidak
berperspektif gender di beberapa
kabupaten/kota di Jawa Timur yang
menjadi ssampel penelitian, maka dapat
disimpulkan bahwa Misi pembangunan di
Propinsi Jawa Timur belum berperspektif
gender atau dengan kata lain tidak
menunjukkan adanya upaya pem-
berdayaan perempuan.

Selain mengkaji visi dan misi yang
telah ditetapkan oleh Propinsi Jawa Timur
dan kabupaten/kota yang menjadi sampel
beserta dinas-dinas terkait dengan
pemberdayaan perempuan yang belum
menunjukkan gender responsive, maka
peneliti mencoba mempelajari tujuan yang

33



Sutinah, Eva K, Sokahandinah K dan Erma S, “Kebijakan Publik Berperspektif Gender pada Era Otonomi
Daerah di Propinsi Jawa Timur™ Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th XVII, No. 3, Juli 2004, 27-45.

ingin dicapai Pemerintah Propinsi Jawa
Timur. Ada satu tujuan yang berkaitan
dengan pemberdayaan perempuan yaitu
terwujudnya peningkatan pelayanan
keschatan, kesejahteraan sosial, peranan
pemuda dan pembinaan olahraga, serta
penyetaraan gender. Sementara tujuan
setiap dinas instansi di lingkungan
pemerintah Propinsi Jawa Timur tidak ada
yang menyebutkan kesetaraan gender
atau pemberdayaan perempuan selain
Badan Pemberdayaan Masyarakat
khususnya Bidang Pemberdayaan
Perempuan.

Sedangkan tujuan pembangunan di
tingkat kabupaten/kota yang menjadi
sampel, tidak semuanya menyebutkan
tujuan yang terkait dengan upaya
kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan, seperti di Kabupaten Madiun,
Jember dan Kota Pasuruan baik tujuan
pemerintah kabupaten/kota maupun dinas/
instansi terkait tidak ada yang
menyebutkan tentang kesetaraan gender
dan upaya pemberdayaan perempuan.

Di Kabupaten Sampang, salah satu
tujuan pembangunan pemerintah
kabupaten tersebut khususnya di bidang
kesejahteraan social telah menyebut
pemberdayaan perempuan yaitu me-
ningkatkan penanganan dan pembinaan
tenaga kerja, generasi muda, olahraga dan
pemberdayaan perempuan. Demikian juga
tujuan pembangunan yang ingin dicapai
oleh Kota Surabaya dalam rangka
pemberdayaan perempuan adalah: (1)
Meningkatkan peran perempuan tidak saja
dalam posisi dan fungsi rumahan
(domestik), melainkan juga bisa lebih
berkiprah dalam fungsi publik, khususnya
dalam kegaiatan-kegiatan pembangunan
yang produktif; dan (2) Mengantisipasi dan

atau mencegah maraknya peredaran

narkoba dan pornografi dan merehabilitasi
para korban narkoba

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa belum semua kabupaten/kota di
Propinsi Jawa Timur beserta dinas-dinas
yang terkait mencantumkan kesetaraan
gender dan upaya pemberdayaan
perempuan pada tujuan pembangunan
yang dirumuskannya.

Akan tetapi, sasaran pembangunan
Propinsi Jawa Timur dalam kaitannya
dengan pemberdayaan perempuan telah
menjadi bagian dari sasaran untuk
mencapai tujuan terwujudnya peningkatan
pelayanan kesehatan, kesejahteraan sosial,
peranan pemuda dan pembinaan olahraga,
serta penyetaraan gender: (1) kesehatan:
meningkatnya kualitas penduduk melalui
pengendalian pernikahan usia muda dan
kelahiran, memperkecil angka kematian
bayi dan ibu, angka pesakitan, serta
meningkatkan kesadaran Keluarga
Berencana; (2) penyetaraan jender
meliputi: a) meningkatnya kualitas SDM
perempuan sehingga menjadi insan yang
mandiri; b) meningkatnya upaya
pemberdayaan perempuan sehingga
tercapai kesetaraan dan keadilan dalam
kehidupan keluarga, bermasyarakat dan
bemegara terlindunginya hak-hak anak
perempuan untuk tumbuh kembang secara
sehat.

Mengenai sasaran dari dinas-dinas
di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa
Timur yang terkait dengan pemberdayaan
perempuan, hanya Dinas Kesehatan yang
menyebutkan secara eksplisit tentang
perempuan (khususnya kesehatan ibu dan
ibu hamil, kesehatan reproduksi).
Sementara Dinas Sosial tidak secara
eksplisit menyebutkan tentang sasaran
pembangunan yang berkaitan dengan
upaya pemberdayaan perempuan, namun
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sasaran yang tercantum dalam renstra
bersifat umum, demikian pula dengan
Dinas Tenaga Kerja Propinsi Jawa Timur,
sasaran yang ditetapkan oleh dinas
tersebut juga bersifat umum.

Sementara sasaran pembangunan
di kabupaten/kota sampel pun masih
bervariasi. Di Kabupaten Madiun
misalnya, salah satu sasaran pembangunan
di tingkat kabupaten adalah peningkatan
ketrampilan dan wawasan perempuan,
sementara dinas/instansi lain tekait dengan
pemberdayaan perempuan tidak ada yang
menyebutkan secara eksplisit pem-
berdayaan perempuan sebagai sasaran
pembangunan.

Di Kota Pasuruan, sasaran
pembangunan di tingkat kota tidak
menyebutkan pemberdayaan perempuan
dan kesetaraan gender, namun pada Dinas
Kesehatan Kota Pasuruan telah
menetapkan sasaran pembangunan berupa
menurunnya angka kematian bayi dan ibu.
Sedangkan dinas-instansi yang lain sama
sekali tidak menyebutkan adanya upaya
pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan gender.

Pemerintah Kabupaten Sampang
menyebutkan bahwa salah satu sasaran
bidang kesejahteraan social yang terkait
dengan pemberdayaan perempuan adalah
meningkatkan pembinaan dan pengem-
bangan generasi muda, olahraga dan
pemberdayaan perempuan.

Demikian pula pada Pemerintah
Kota Surabaya, sasaran pembangunan
yang terkait dengan pemberdayaan
perempuan adalah: meningkatnya peran
perempuan dalam keluarga secara lebih
mandiri dan dapat membantu fungsi
ekonomi keluarga. Secara khusus sasaran
pembangunan Dinas Sosial dan Pember-
dayaan Perempuan Kota Surabaya adalah

terwujudnya pemberdayaan perempuan.
Sedangkan dinas-dinas lain tidak ada yang
menyebutkan pemberdayaan perempuan
sebagai salah satu sasaran pembangunan.

Dari seluruh kabupaten/kota di
Propinsi Jawa Timur yang menjadi sampel,
hanya Kabuapten Jember yang tidak
menyebutkan adanya sasaran pem-
bangunan yang berupa kesetaraan gender
dan pemberdayaan perempuan.

Dengan demikian, maka dapat
disimpulkan bahwa meskipun visi, misi
pemerintah Propinsi Jasa Timur, belum
berperspektif gender, namun sasaran
pembangunan di beberapa dinas terkait
telah menunjukkan adanya sasaran yang
berperspektif gender. Meskipun pada
beberapa kabupaten/kota sampel belum
seluruhnya menyentuh persoalan gender
tetapi pada beberapa dinas terkait yang
telah secara eksplisit menyebutnya seperti
Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan
sebagainya, hanya Pemerintah Kabupaten
Jember yang tidak menyebut secara tegas
sasaran pembangunannya berkaitan
dengan pemberdayaan perempuan dalam
rencana strategisnya.

Kebijakan Pemerintah Propinsi
Jawa Timur yang merupakan acuan unfuk
menyusun program dan kegiatan
pembangunan pada dinas terkait tidak
menyebutkan adanya kebijakan
pemberdayaan perempuan dan kese-
taraan gender secara spesifik. Dinas
(Badan) yang menyebutkan kebijakan
pemberdayaan perempuan atau
penyetaraan gender secara jelas yaitu
Badan Pemberdayaam Masyarakat
khususnya Bidang Pemberdayaan
Perempuan (sebagai focal point), dan
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
yaitu terwujudnya peningkatan pendidikan
kesehatan kesejahteraan sosial peranan
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pemuda dan pembinaan olahraga serta
penyetaraan gender. Sedangkan dinas-
dinas yang lain sama sekali tidak ada
kebijakan yang terkait dengan
pemberdayaan perempuan.

Di kabupaten/kota di Propinsi Jawa
Timur yang menjadi sampel (Kabupaten
Jember, Madiun, Sampang, Kota Pasuruan
dan Surabaya) ditemukan adanya
kebijakan yang masih berbeda-beda. Ada
kabupaten/kota yang telah merumuskan
kebijakan pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan gender secara khusus, namun
ada yang belum merumuskannya.

Di Kabupaten Jember kebijakan
dapat dikatakan tidak berperspektif gen-
der. Sebagai misal, masalah perempuan
hanya disinggung sebagai sub kebijakan
umum Kabupaten Jember di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat, yaitu
perluasan peran tokoh-tokoh agama, tokoh
masyarakat, pemuda dan wanita dalam
mewujudkan tata kehidupan yang damai,
tentram dan berdaya tahan menghadapi
perubahan jaman. Akan tetapi tidak secara
khusus merupakan upaya pemberdayaan
perempuan.

Sementara salah satu kebijakan
Kabupaten Madiun yang berkaitan
dengan pemberdayaan perempuan adalah
kebijakan pada Bidang Social Budaya
khususnya Sub Bidang Pemberdayaan
Perempuan yaitu meningkatkan kualitas
serta perempuan dalam kehidupan
keluarga dan masyarakat. Sedangkan
kebijakan Dinas Kesehatan yang ada
relevansinya dengan perempuan adalah
pelayanan kesehatan ibu hamil.

Salah satu dinas pada Pemerintah
Kota Pasuruan yaitu Dinas Kesehatan
telah menyusun kebijakan yang berkaitan
dengan permasalahan perempuan yaitu
meningkatkan pemeliharaan kesehatan ibu

hamil menuju persalinan aman dan
mendorong peran serta masyarakat dalam
menanggulangi kematian ibu dan anak.

Pemerintah Kota Surabaya malah
secara tegas menyebutkan adanya
kebijakan pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan gender yaitu Optimalisasi posisi
dan peran perempuan secara obyektif dan
proporsional serta memberikan peluang
yang cukup sehingga kaum perempuan
bisa lebih berperan dalam kegiatan
pembangunan. Bahkan selain kebijakan
kota, Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Perempuan Kota Surabaya juga telah
merumuskan kebijakan pembangunan
perempuan yaitu Melaksanakan per-
lindungan dan pemberdayaan perempuan

Meskipun belum secara kese-
luruban kebijakan pemerintah Propinsi
Jawa Timur berperspektif gender, namun
beberapa kabupaten/kota yang menjadi
sampel (melalui dinas terkait) telah
mencantumkan kebijakan pemberdayaan
perempuan baik melalui kebijakan
kabupaten/kota maupun kebijakan dinas
terkait, hanya Pemerintah Kabupaten
Sampang yang tidak mencantumkan
kebijakan pemberdayaan perempuan baik
kebijakan umum kabupaten maupun
kebijakan pada dinas-dinas terkait.

Bila memperhatikan program-pro-
gram dinas di lingkungan Propinsi Jawa
Timur, maka Dinas Sosial yang memiliki
program pemberdayaan perempuan yaitu
Pemberdayaan (sumberdaya manusia).
Pengembangan sumberdaya merupakan
kegiatan untuk memberikan pengetahuan
dan keterampilan kepada mereka yang
berpotensi melalui kegiatan pelatihan dan
penyuluhan sosial. Individu atau kelompok
yang potensial ini meliputi penyandang
masalah: wanita rawan sosial ekonomi.
Artinya perempuan dikelompokkan ke
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dalam penyandang masalah, sebagaimana

diketahui bahwa tidak semua perempuan
adalah rawan sosial ekonomi. Sementara
Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur
yang secara eksplisit dalam kebijakannya

menyebutkan adanya penyetaraan gender,
justru dalam program yang disusunnya

sama sekali tidak mencantumkan

permasalahan  perempuan  dan

penyetaraan gender

Sedangkan dinas-dinas lain di
lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa
Timur selain Badan Pemberdayaan
Masyarakat khususnya Bidang Pem-
berdayaan Perempuan, tidak ada yang
merumuskan program pembangunan yang
berkaitan dengan pemberdayaan perem-
puan atau penyetaraan gender.

Demikian halnya dari lima
kabupaten/kota yang menjadi sampel
hanya Kabupaten Sampang yang tidak
merumuskan program pemberdayaan
perempuan.

Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa program pembangunan di Propinsi
Jawa Timur telah menyentuh persoalan
kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan, meskipun belum semua
kabupaten/kota dan dinas yang ada di
lingkungannya merumuskan program
pemberdayaan perempuan dan
kesetaraan secara khusus.

Kegiatan sebagai pelaksanaan pro-
gram yang telah disusun dan dilakukan
oleh pemerintah propinsi melalui dinas
instansi terkait memperlihatkan dari semua
Dinas instansi yang terkait dengan
pemberdayaan perempuan di Propinsi
Jawa Timur maka Dinas Sosial, Kesehatan
dan Tenaga Kerja di lingkungan pe-
merintah Propinsi Jawa Timur yang telah
mempunyai kegiatan yang terkait dengan
pemberdayaan perempuan dan kese-

taraan gender. Sedangkan dinas lain tidak
merumuskan program pemberdayaan
perempuan dan kesetaraan gender.

Dengan demikian belum seluruh
dinas yang ada di lingkungan Pemerintah
Propinsi Jawa Timur telah menyusun pro-
gram-program pembangunan yang
berperspektif gender. Kenyataan ini juga
diperkuat oleh temuan penelitian di lima
kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu
Kabupaten Jember, Madiun, Sampang,
Kota Pasuruan dan Surabaya.

Dari lima kabupaten/kota yang
menjadi sampel, hanya Kabupaten
Sampang yang sama sekali tidak
merumuskan kegiatan pemberdayaan
perempuan. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan
yang disusun oleh Pemerintah Propinsi
Jawa Timur beserta Kabupaten/Kota
yang menjadi sampel telah menun-
jukkan adanya kegiatan yang responsif
gender, meskipun secara umum belum
dapat disebut sepenuhnya responsif gen-
der.

Menyimak program dan kegiatan
sebagaimana di uraikan di atas, maka pro-
gram dan kegiatan yang tercantum dalam
Rencana Strategis Propinsi Jawa Timur
dan lima kabupaten/kota yang menjadi
sampel belum memperhatikan atau
mempertimbangkan kondisi spesifik
perempuan (buta aksara, teknologi, tidak
biasa berbicara untuk dirinya sendiri) yang
melahirkan kebutuhan spesifik perempuan
yang diformulasikan dengan kebutuhan
praktis gender (untuk memenuhi
kebutuhan jangka pendek atau kebutuhan
schari-hari) dan kebutuhan strategis gen-
der (untuk meningkatkan status perempuan
dalam masyarakat) (Mosser, 1999). Hal
ini berarti bahwa kebutuhan spesifik
perempuan baik praktis maupun strategis
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harus dipenuhi oleh program dan kegiatan
pembangunan. Tidak harus terjadi konflik
antara dua kebutuhan gender tersebut,
karena keduanya dapat dipenuhi oleh pro-
gram yang didesain secara tepat.
Meskipun demikian, hendaknya peme-
nuhan kebutuhan strategis harus menjadi
orientasi utama bagi penyusunan setiap
program dan kegiatan pemberdayaan
perempuan. Sebab bila tidak demikian
maka kesetaraan gender akan sulit
terwujud untuk jangka panjang. Artinya,
pemenuhan kebutuhan praktis gender
diadakan justru sebagai sarana bagi upaya
pemenuhan kebutuhan strategis.

Sebagaimana dirumuskan dalam
Rencana Strategis, sebagian besar pro-
gram dan kegiatan yang disusun oleh
Pemerintah Propinsi Jawa Timur maupun
kabupaten/kota yang menjadi sampel lebih
merupakan pemenuhan kebutuhan praktis
gender (untuk memenuhi kebutuhan
jangka pendek atau kebutuhan sehari-hari)
dan sangat sedikit program dan kegiatan
jangka panjang atau kebutuhan strategis
gender (untuk meningkatkan status
perempuan dalam masyarakat).

Dapat disimpulkan bahwa arah
garis kebijakan perencanaan
pembangunan pemerintah yeng
tergambarkan dalam visi, misi, tujuan,
sasaran, kebijakan, program, dan
kegiatan serta tugas dan fungsi pokok
dari pemerintah kota/kabupaten dan
propinsi Jawa Timur belum sepenuhnya
berperspektif pemberdayaan perem-
puan.

Pemahaman Kebijakan
Pemberdayaan Perempuan

Pemahaman terhadap persoalan gender
pada umumnya dan kebijakan pem-

berdayaan perempuan dapat dilihat dari
beberapa aspek, yaitu bagaimana pejabat
publik pemerintahan mengidentifikasi
masalah, menentukan prioritas masalah,
dan menentukan kebijakan program
pemberdayaan perempuan. Dan yang
tidak kalah penting adalah bagaimana
pejabat publik mengidentifikasi hambatan
dalam pelaksanaan pengarus-utamaan
gender.

Identifikasi Permasalahan
Perempuan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
sebagian besar narasumber/informan (baik
eksekutif maupun legislatif) menyebutkan
banyak sekali persoalan perempuan,
namun hampir semuanya melihat akar dari
persoalan tersebut selalu dikaitkan dengan
rendahnya kualitas perempuan sendiri
seperti rendahnya pendidikan, rendahnya
keterampilan, dan sebagainya. Sangat
sedikit narasumber yang menyebutkan
faktor budaya dan perbedaan gender yang
menyebabkan kondisi perempuan masih
buruk. Hal ini menunjukkan bahwa dalam
mengidentifikasi permasalahan perem-
puan, sebagian besar narasumber belum
melihat persoalan tersebut dari perspektif
kesadaran gender.

Kemiskinan misalnya, merupakan
isu pokok yang sering diidentifikasi sebagai
permasalahan perempuan. Oleh karena
dalam mengidentifikasi masalah
kemiskinan tidak dilihat dari perspektif
gender, akibatnya tidak ada narasumber
yang memahami kemiskinan yang terjadi
pada perempuan selama ini sebagai
feminisasi kemiskinan yang sebenarnya
lebih disebabkan adanya relasi gender
yang timpang.

Yang menarik dari hasil analisis
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penelitian ini adalah bahwa hampir seluruh
narasumber menyebutkan beberapa
permasalahan perempuan, akan tetapi
permasalahan yang diidentifikasi tersebut
tidak terkait dengan tugas dan fungsi
masing-masing sektor atau dinas darimana
narasumber tersebut berasal. Padahal
secara teoritis setiap dinas semestinya
mampu mengidentifikasi permasalahan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
lembaga yang bersangkutan.

Mengapa demikian? Karena baik
pemerintah propinsi maupun kabupaten/
kota belum semuanya mempunyai data
sektoral baik kualitatif dan kuantitatif yang
terpilah menurut jenis kelamin kecuali
BKKBN. Data terpilah ini sangat penting
untuk melihat apakah kebijakan/program/
kegiatan pembangunan yang ada saat ini
memberikan dampak yang berbeda
kepada perempuan dan laki-laki, sekaligus
dapat digunakan untuk menentukan
perspektif/dimensi gender dari kebijakan/
progranvkegiatan pembangunan yang akan
dirumuskan oleh setiap dinas/instansi.

Selain itu, data terpilah laki-laki —
perempuan juga berguna sebagai data
pembuka wawasan (eye-opener data)
sangat diperlukan sebagai dasar untuk
menentukan apakah permasalahan yang
diidentifikasikan tersebut benar-benar
sebagai permasalahan perempuan, serta
seberapa besar permasalahan tersebut
sehingga menjadi strategis dan prioritas
untuk segera diselesaikan.

Kebijakan Eksekutif

Temuan penelitian ini menunjukkan tidak
adanya argumen spesifik isu lokal (local
specific issues) dalam menyusun pro-
gram-program pada semua dinas terkait
dengan pemberdayaan perempuan di

masing-masing kabupaten/kota. Kenya-
taan ini merefleksikan penggunaan
argumen umum yang tidak berperspektif
gender hampir terjadi di seluruh jajaran
instansi pemerintah di Propinsi Jawa Timur
dan juga di lima kabupaten/kota yang
menjadi sampel penelitian.

Selain itu, bias gender masih
mendominasi kebijakan program yang
telah direncanakan. Antara lain adalah
pemahaman kemiskinan yang dianggap
netral yaitu terjadi pada laki-laki dan
perempuan. Persoalan ketimpangan gen-
der yang sebenarnya merupakan barrier
utama akses ekonomi perempuan tidak
muncul. Pemahaman bias gender ini juga
menjadi landasan bagi kebijakan yang
selalu menawarkan program-program
yang stereotipe perempuan seperti
keterampilan khas perempuan (memasak,
menjahit, salon, dll), akibatnya perempuan
tidak bisa mendapat kesempatan pada pro-
gram keterampilan umum yang selalu
distereotipikan laki-laki. Meskipun
demikian, ada beberapa dinas yang sudah
melakukan affirmative policy pada
perempuan berupa beasiswa bagi anak
perempuan dan pendidikan khusus
perempuan yang tidak memiliki keahlian.

Temuan di atas semakin mene-
gaskan bahwa memang metodologi
pengarus-utamaan gender (PUG) tidak
diimplementasikan ke dalam penyusunan
program-program pembangunan dinas-
dinas terkait. Artinya, penyusunan pro-
gram-program tersebut memang tidak
diarahkan untuk mengantisipasi
ketimpangan gender di daerah tersebut.
Hal ini dapat dilihat dari tidak dimilikinya
data terpilah (gender dissegragated
data) oleh sebagian besar dinas/instansi
pemerintahan terutama yang terkait
dengan pemberdayaan perempuan. Oleh
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karena itu, tidak mengherankan bila
penyusunan program berdasarkan tradisi
(informasi tahun sebelumnya) dan bukan
output oriented.

Dengan demikian, isu penguatan
kapasitas kelembagaan Bappenda untuk
PUG menjadi isu strategis di masa
mendatang. Hal ini sebenarnya sudah
tergambar dalam skema PUG dan Inpres
No. 9 Tahun 2000. Tetapi Bappeprop/
Bappekab/Bappeko di dalam Inpres hanya
merupakan pelaksana teknis yang hanya
dapat berjalan bila mendapat otoritas dari
penguasa daerah (gubernur/bupati/
walikota). Oleh karena itu, dukungan for-
mal dari kepala daerah akan dapat
dijadikan landasan untuk advokasi bagi
PUG di masa mendatang. Dukungan ini
bisa berbentuk Surat Keputusan (SK)
ataupun Peraturan Daerah untuk
implementasi PUG di kabupaten/kota.

Memperhatikan temuan yang
sebagaiman digambarkan di atas,
dukungan politik kepala daerah (gubernur/
bupati/walikota) adalah penting untuk
mendorong Badan Perencanaan
Pembangunan Kabupaten/Kota (Bap-
pekab/Bappeko) agar segera mengim-
plementasikan PUG. Akan tetapi, tanpa
disertai pemberdayaan kelembagaan
dinas-dinas terkait dan Bappekab/Bappeko
sendiri akan tidak ada artinya. Hal ini
terutama dapat dilihat pada temuan (hasil
wawancara) yang menunjukkan betapa
rancunya pemahaman para pejabat
tersebut tentang pemberdayaan
perempuan, affirmative policy, maupun
prinsip-prinsip dasar penganggaran. Oleh
karena itu, penyelenggaraan training untuk
perencanaan Gender And Development
(GAD) dan strategi PUG mutlak
dilakukan, sebab kalau tidak maka
pengarusutamaan gender (PUG) hanya

akan merupakan kebijakan di atas kertas
dan ketimpangan gender akan tetap ada
dan bahkan mungkin semakin lebar di
masyarakat Jawa Timur dan Indonesia
pada umumnya.

Kebijakan legislatif

Perubahan tata pemerintahan nasional dari
sentralistik ke desentralisasi, menda-
tangkan perubahan yang radikal dalam
aspek kepemilikan kekuasaan. Jika
sebelumnya kekuasaan hampir mutlak di
tangan eksekutif, maka memasuki era
otonomi daerah posisi legislatif menjadi
menguat secara signifikan, karena posisi
legislative sangat penting dalam menyetujui
bahkan ikut serta dalam menyusun
anggaran daerah.

Penelitian ini menguatkan akan
pentingnya keberadaan politisi perempuan
di dalam dewan bagi upaya pencapaian
kesetaraan gender melalui PUG. Hal ini
karena tingginya resistensi pejabat laki-laki
terhadap isu perempuan. Salah satu
temuan yang menarik adalah, hampir
seluruh anggota dewan laki-laki menolak
affirmative pollicy untuk perempuan. Hal
ini disebabkan pemahaman mereka yang
masih kental bias laki-laki, sehingga
menganggap kebijakan harus netral. Bias
laki-laki (male bias) juga direfleksikan oleh
salah seorang anggota legislatif lain — yang
juga laki-laki mengenai pembagian kerja
secara seksual (sexual division on la-
bor) yang selalu menempatkan perempuan
di sektor domestik. Oleh karena itu tidak
mengherankan jika kemudian keduanya
(eksekutif dan legislatif) saling me-
nguatkan, dan sebagai konsekuensinya
dapat dipastikan bahwa kebijakan-
kebijakan publik yang dihasilkan juga male
bias atau tidak berperspektif gender.
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Bahkan ada narasumber yang
menyatakan di kabupatennya tidak ada
permasalahan khusus perempuan, karena
itu tidak ada tindakan khusus untuk
perempuan. Narasumber tersebut merasa
tidak harus mengetahui permasalahan
yang dihadapi perempuan berikut isu-isu
perempuan.

Namun sikap ini berbeda dengan
anggota legislatif perempuan yang
memberikan harapan bagi keberhasilan
pengalokasian anggaran untuk program-
program Bidang Pemberdayaan
Perempuan. Sikap yang mendukung ini
disebabkan pemahaman narasumber yang
menyebutkan faktor kultur sebagai akar
persoalan yang kemudian menyebabkan
posisi perempuan yang marginal di segala
bidang.

Pelaksanaan Pengarus-utamaan
Gender (PUG)

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian
sebelumnya, bahwa semua kabupaten/
kota yang menjadi sampel penelitian ini
telah memiliki lembaga yang menangani
pemberdayaan perempuan (dengan level
yang berbeda pada setiap kabupaten/kota)
namun belum sepenuhnya mengako-
modasi implementasi PUG secara
maksimal. Pembentukan focal point yang
seharusnya berfungsi mengkoodinasikan
pengarus-utamaan gender di semua sektor
ternyata masih sebatas pada koordinasi
program

Sementara arah kebijakan
perencanaan pembangunan pemerintah
sebagaimana tergambar dalam visi, misi,
tujuan, sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan serta tugas pokok dan fungsi dari
pemerintah propinsi dan kabupaten/kota
belum sepenuhnya berperspektif gender.

Pemahaman eksekutif dan legislatif
sebagai pihak pembuat kebijakan juga
masih didominasi bias gender. Akibatnya,
kebijakan program yang ditawarkan
adalah program-program yang hanya
menjawab kebutuhan praktis perempuan.
Padahal jika mengacu pada perencanaan
PUG, analisis gender harus dilakukan
dalam mengidentifikasi masalah
perempuan, sehingga rekomendasi
kebijakan program akan menjawab
kebutuhan praktis dan strategis
perempuan.

Pada kebijakan program eksekutif
ditemukan selain masih didominasi bias
gender, juga tidak ada argumen spesifik
isu lokal (local specific issues) dalam
penyusunan program. Kenyataan ini
merefleksikan penggunaan argumen
umum yang tidak berperspektif gender
hampir di seluruh jajaran instansi
pemerintah kota/kabupaten dan propinsi di
Jawa Timur.

Temuan di atas menunjukkan
bahwa Pengarus-utamaan Gender yang
diputuskan sebagai strategi untuk merubah
kondisi perempuan di semua sektor melalui
perubahan kebijakan belum dapat
dijalankan secara maksimal. Hasil studi
ini juga menunjukkan, bahwa kondisi awal
yang diperlukan dan komponen kunci
dalam pelaksanaan PUG di kabupaten/
kota dan propinsi di Jawa Timur belum
terpenuhi, yang antara lain berupa:

1. Komitmen Politik

Baik di tingkat daerah maupun
nasional belum ada Peraturan
Pemerintah untuk mendukung
implementasi INPRES No. 9 Tahun
2000 tentang Pengarus-utamaan Gen-
der. Akibatnya aturan ini hanya
sebatas kertas yang tidak mempunyai
kewenangan untuk dipatuhi.
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2:

Adanya kerangka kebijakan yang
menyatakan komitmen pemerintah
terhadap perwujudan kesetaraan gen-
der.

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa baik di tingkat propinsi maupun
di tingkat kota/kabupaten belum ada
kebijakan yang secara eksplisit dan
sistemik mendukung pelaksanaan
pengarus-utamaan gender, termasuk
kebijakan, strategi, program, kegiatan,
maupun penyediaan anggaran.
Struktur dan mekanisme pemerintah
propinsi, kabupaten/kota yang
mengintegrasikan perspektif kese-
taraan gender.

Fungsi focal point yang sudah
terbentuk belum maksimal, karena
fungsi focal point sebagai koordinasi
pelaksanaan PUG belum ada.
Sumber-sumberdaya yang memadai.
Temuan studi ini membuktikan bahwa
tingkat pemahaman para pengambil
kebijakan masih banyak yang bias
gender. Selain itu juga kemampuan
dalam menganalisa dan meren-
canakan kebijakan pembangunan
berperspektif gender masih rendah.
Sumber informasi dan data yang ada
terpilah menurut jenis kelamin.

Hasil studi memperlihatkan bahwa
hampir di semua dinas di pemerintahan
tidak mempunyai data terpilah kecuali
BKKBN. Hal ini tentunya menyulitkan
dalam pelaksanaan Pengarus-
utamaan Gender karena data terpilah
ini merupakan dasar perencanaan
PUG.

Alat analisis.

Hasil studi menunjukkan bahwa
analisis gender belum dijadikan dasar
dalam melihat persoalan dan
perencanaan pembangunan. Aki-

batnya program yang direko-
mendasikan bias gender dan tidak
menyentuh pada persoalan
perempuan.
7. Dukungan masyarakat.

Dukungan dari masyarakat, khususnya
masyarakat perempuan yang
berkepentingan dalam kebijakan ini
masih lemah meskipun di beberapa
kota/kabupaten sudah banyak
desakan dari NGO maupun ormas
perempuan untuk merubah kebijakan
yang lebih responsive gender.

Hasil analisis di atas dapat
disimpulkan bahwa meskipun PUG telah
digulirkan sejak hampir empat (4) tahun
lalu, namun pelaksanaannya masih jauh
dari optimal. Apabila kondisi awal dan
komponen kunci di atas terpenuhi, maka
implementasi pengarus-utamaan gender
ini dapat dilaksanakan. Strategi pengarus-
utamaan gender ini harus diintegrasikan
dalam 4 komponen kunci dari alur
manajemen pembangunan yaitu
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi.

Hambatan Pelaksanaan PUG

Hasil penelitian ini menemukan berbagai
hambatan pelaksanaan Pengarus-utamaan
gender atau kebijakan publik yang
berperspektif gender ini antara lain:
® Hambatan budaya.
Masih langgengnya budaya patriarki
merupakan indikasi masih lemahnya

kesadaran masyarakat untuk
melakukan perubahan, khususnya
masyarakat perempuan untuk

melakukan tindakan pengawasan
kebijakan pemerintah agar lebih
respon gender.
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Rendahnya pemahaman tentang
PUG.

Informasi tentang PUG di instansi
pemerintahan masih minim, hal ini
dapat dilihat dari hasil studi ini yang
menemukan banyaknya pejabat publik
(pembuat kebijakan) tidak tahu
menahu mengenai INPRES No. 9
Tahun 2000 tentang pelaksanaan
PUG. Padahal untuk memastikan
PUG dapat dilaksanakan tentunya
pemahaman pejabat publik tentang
kebijakan tersebut harusnya sudah
terpenuhi.

Hambatan kelembagaan.

Forum sinkronisasi yang diharapkan
dapat menjadi focal point tampaknya
belum dapat memainkan perannya
secara optimal. Padahal kalau
mengacu pada strategi perencanaan
PUG, seharusnya focal point
berfungsi sebagai sinkronisasi PUG
dan memastikan PUG dilaksanakan di
semua sektor pemerintahan.

Belum ada kesamaan visi.

Belum adanya kesamaan visi antara
eksekutif dan legislative akan
pentingnya pengarus-utamaan gender
dalam pembangunan akan meng-
hambat pelaksanaan PUG.
Minimnya jumlah pejabat publik
perempuan.

Kurangnya keterwakilan perempuan
dalam parlemen, yaitu Propinsi Jawa
Timur hanya 11 %, sedangkan di Kota
Surabaya hanya 7 %, Kabupaten
Sampang sama sekali tidak ada
perempuan, begitu juga di wilayah lain,
sangat kecil sekali jumlahnya.
Komitmen politik masih lemah
Meskipun sejak tahun 2000 sudah
disahkan Instruksi Presiden tentang
PUG, namun sampai sekarang belum

ada Peraturan Pemerintah yang
mengatur pelaksanaan INPRES
tersebut. Begitu juga di tingkat
propinsi, kabupaten/kota, belum ada
Peraturan Daerah yang mengatur dan
mengikat pelaksanaan PUG di institusi
pemerintahannya.

Catatan Penutup

Dengan memperhatikan hasil analisis serta
hambatan-hambatan yang pelaksanaan
PUG, maka beberapa saran yang perlu

ditindaklanjuti adalah:

1. Pemerintah dan  Organisasi
Masyarakat yang peduli terhadap
persoalan perempuan harus

meningkatkan kampanye dan
deseminasi tentang berbagai bentuk
ketidakadilan gender, serta melakukan
sosialisasi pentingnya keterlibatan
masyarakat dalam proses kebijakan
publik.

Pemerintah harus meningkatkan
sosialisasi PUG serta melakukan
penguatan kelembagaan PUG melalui
pelatihan-pelatihan perencanaan PUG
ataupun asistensi pemerintah pusat
terhadap pemerintah daerah.

Perlu adanya kebijakan khusus yang
memberikan wewenang pada focal
point di daerah agar fungsi sebagai
koordinasi PUG dapat dilaksanakan.
Masyarakat harus aktif mendesak
komitmen pemerintah nasional maupun
daerah untuk membuat Peraturan
Pemerintah atau Peraturan Daerah
yang mengatur pelaksanaan
Pengarus-utamaan Gender.
Mendukung upaya-upaya mempro-
mosikan peningkatan pejabat publik
perempuan.

Memfasilitasi upaya-upaya penya-
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maan visi antara pejabat eksekutif dan kedua lembaga pengambil keputusan
legislatif, khususnya untuk menda- tersebut dalam merespon ketidakadilan
patkan pemahaman yang sama antara gender.
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